
 

 
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 233 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang           
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi  

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020   
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah    
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dab wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224): 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembarab 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 

Nomor 17); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah  
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut           

Tahun 2021 Nomor 5); 

25. Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3); 

26. Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah               
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :    PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022. 
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Pasal 1      

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah                 
Kabupaten Garut. 

2. Bupati adalah Bupati Garut. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

Pasal 2     

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rp4.232.868.903.338,00 (empat triliun dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus 
enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan 

rupiah), yang bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.     

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp538.398.717.097,00 (lima ratus tiga puluh delapan 

miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu 
sembilan puluh tujuh rupiah). 

 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan 
sebesar Rp3.662.824.173.552,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh dua miliar 

delapan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus 
lima puluh dua rupiah). 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c direncanakan sebesar Rp31.646.012.689,00 (tiga puluh satu miliar enam 

ratus empat puluh enam juta dua belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan 
rupiah). 
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Pasal 5 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rp4.418.868.903.338,00 (empat triliun empat ratus delapan belas miliar delapan 
ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasional; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

Pasal 6 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

direncanakan sebesar Rp3.190.766.826.443,00 (tiga triliun seratus sembilan 
puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam 

ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa;  

c. belanja bunga; 

d. belanja hibah; dan 

e. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp1.853.411.694.499,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga 
miliar empat ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat 
ratus sembilan puluh sembilan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp1.050.947.062.009,00 (satu triliun lima puluh miliar 

sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu sembilan rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp282.270.820.935,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus 

tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima 
rupiah). 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp4.137.249.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh tujuh 

juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). 

Pasal 7 

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)             

huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.411.694.499,00 (satu triliun delapan 
ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh 

empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;  

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; 

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
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e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; 

g. Belanja Pegawai BOS; 

h. Belanja Pegawai BLUD. 

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp 1.134.423.822.765,00 (satu triliun seratus tiga puluh 

empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu 
tujuh ratus enam puluh lima rupiah); 

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)             

huruf b direncanakan sebesar Rp513.458.871.450,00 (lima ratus tiga belas miliar 
empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat 

ratus lima puluh rupiah); 

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                           
Rp10.167.251.627,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus 
lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah); 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)             
huruf d direncanakan sebesar Rp31.687.949.580,00 (tiga puluh satu miliar enam 

ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima 
ratus delapan puluh rupiah); 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp188.497.942,00 (seratus delapan puluh delapan 
juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua 

rupiah); 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.143.120.000,00(satu 
miliar seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); 

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 
sebesar Rp131.460.274.135,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam 
puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah). 

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
direncanakan sebesar Rp30.881.907.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus 

delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah). 

Pasal 8 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan  

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 9 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12            
huruf a direncanakan sebesar Rp196.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh 

enam miliar rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;  

b. Penerimaan Pembiayaan Lainnya. 
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(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.000.000.000,00 

(seratus sembilan puluh enam miliar rupiah);  

(3) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

Pasal 10 

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  
huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. penyertaan modal daerah; 

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

Pasal 11 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(186.000.000.000,00) 
(seratus delapan puluh enam miliar rupiah).  

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp186.000.000.000,00 (seratus 
delapan puluh enam miliar rupiah). 

Pasal 12 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri 
dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II  Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 
Sosial; 

e. Lampiran V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 

Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 

f. Lampiran VI  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja 

bagi hasil; 

g. Lampiran VII  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
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h. Lampiran VIII  Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX  Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

j. Lampiran X  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD 

dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 13 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 14 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 

lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.  

Ditetapkan di Garut    

pada tanggal 27 - 12 - 2021 

B U P A T I  G A R U T, 

              t t d 

            RUDY GUNAWAN 
 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 27 - 12 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

   t t d 

               N U R D I N  Y A N A    

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  

TAHUN 2021 NOMOR 233 

 
 

 
 

Mengetahui 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH, 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

u.b. 
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